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PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jmb

=S 1) N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang
majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, Tempat Tgl Lahir Kuala Tungkal, 29 April 1962, umur 62

tahun, NIK:1571072904650001, agama Islam,

pendidikan Diploma I (DII), XXXXX XXXXXXX,

tempat tinggal di XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXX, XXX XXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX,

XXXXXXXXX  XXXX XXXX, XXXX  XXXXX, XXXXXXXX

XXXxX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN
TERMOHON, Tempat Tgl Lahir Semarang, 11 Oktober 1970, umur 54
tahun, NIK 1571075110700021, agama

Islam, pendidikan  Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, pekerjaan XXXXXXX  XXXXXXX, alamat
XXXXX XHXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXK, XXX
XXX, XHXXXXXXKK XKXXXX XXXX XXXXK,  XXXXXXXXX
XXXX  XXXX,  XXXX  XXXXX,  XXXXXXXX ~ XXXXX,
selanjutnya disebut sebagai Termohon,;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada

hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor
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18/Pdt.G/2025/PA.Jmb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai

berikut :
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa
tanggal 10 November 1991 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Pwk Pamenang, Kabupaten Sarko, XXXXXXXX XXXXX,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 384/14/11/92, tanggal 11 Februari 1992;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan
Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama di alamat XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, XXX
XXX, XXXXXXXXK  XXXXKK XXX XXXXK,  XXXXXXXXX  XXXX XXXX, XXXX  XXXXX,
XXXXXXXX XXXXX;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan
hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang
anak, yang bernama:
- Uud Nasrul Gutian binti Nasaruddin, Strata | (S1),
- Dina Fitriana binti Nasaruddin, Strata | (S1), dan sampai sekarang anak

Pemohon dengan Termohon Telah Menikah;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, Termohon selalu
menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah batin kepada Termohon,
namun Pemohon tidak dapat melakukan hubungan suami isteri yang
disebabkan karena Pemohon mengidap penyakit Hernia dan setelah
menjalani operasi Pemohon sudah tidak dapat lagi melakukan hubungan
suami Isteri;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum berpisah tempat tinggal, dan
masih menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari
keluarga untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap
mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan
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Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai

dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah

kepada Termohon berupa :

- Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah) selama tiga
bulan dengan total Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cg. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)
3. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurul Fadhilah
binti Agus Mawardi), di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar
talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
- Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,(lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan
dengan total Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;
Subsider :
Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon

datang menghadap sendiri di persidangan.
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas
pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan ... sebagai
mediator sesuai dengan penetapan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Jmb tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal ..., menyatakan bahwa
Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali
hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis
hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan
Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya
mohon penetapan.

Bahwa karena Pemaohon telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon
agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan
kembali rukun, ternyata usaha Majelis tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa karena uasaha majelis berhasil merukunkan
kembali Pemohon dan Termohon, maka Pemohon menyatakan mencabut
perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Termohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan persetujuannya ,
untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor
18/Pdt.G/2025/PA.Jmb dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam Register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp
209.000,00(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025. Masehi, bertepatan
dengan tanggall4 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Muliyamah, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. dan Drs. H. Dasril, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. Dra. Muliyamah, M.H.

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses :Rp 75.000,00

- Panggilan :Rp 54.000,00

- PNBP :Rp 30.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 209.000,00(dua ratus sembilan ribu rupiah).
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